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c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik, telah
ditetapkan cadangan Dana Alokasi Khusus untuk
Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen persyaratan
penyaluran paling lambat tanggal 31 Agustus 2020
melalui aplikasi OMSPAN;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 ten tang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, lampiran Vr.11
Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menurut
Kabupaten./Kota Tahun Anggaran 2020, Provinsi
Kalimantan Timur dialokasikan anggaran sebesar
Rp 1.230.657.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta
enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

a. bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu
mengutamakan pelaksanaan kegiatan mendesak demi
kelancaran pelayanan dasar kesehatan masyarakat, dan
penyelematan ekonomi masyarakat;

Menimbang

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHANANGGARAN PENDAPATANDAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020 PADA DINAS KESEHATAN,

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAANRUANG DAN PERUMAHANRAKYAT
DAN DINAS KELAUTANDAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTANTIMUR

TENTANG

NOMOR 45 TAHUN 2020

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4578);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan,
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
Rakyat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur

d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia NomorHK01.07 jMENKESj392j2020
tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi
Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
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Mengingat



(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan APBD
mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasa12

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya
disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas
Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi
Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR dan PERA adalah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi
Kalimantan Timur.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya
disebut Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR TENTANG
PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 PADA DINAS KESEHATAN, DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAANRUANG DAN PERUMAHAN
RAKYATDANDINASKELAUTANDANPERIKANANPROVINSI
KALIMANTANTIMUR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun
2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 63);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 9);

-3-

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2020 NOMOR46.

MUHAMMADSA'BANI

ttd

Pj. SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 juli 2020

ISRANNOOR

ttd

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Juli 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal5

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020.

Pasal4

(3) Tambahan alokasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Timur sebesar Rp1.230.657.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta
enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

(2) Tambahan alokasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp4.183.439.000,00
(empat milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh
Sembilan ribu rupiah).

(1) Tambahan alokasi anggaran untuk pemberian insentif dan santunan
kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 4.110.000.000,00 (empat
milyar seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal3
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(2) Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk merealisasikan pengeluaran pada

Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
Rakyat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.


